
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  WALIKOTA  BATU 
NOMOR  1 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN  

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BATU, 

 

Menimbang  :    a.  bahwa  untuk  menindaklanjuti  ketentuan Pasal 281 

ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan untuk 

mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang 

transparan dan akuntabel, perlu mengatur Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Batu tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang  

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4826); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 

29. Peraturan Walikota Batu Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintahan Desa; 

30. Peraturan Walikota Batu Nomor 87 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

31. Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Batu Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Batu Nomor 108 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

32. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020; 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota 

Batu. 

3. Walikota adalah Walikota Batu. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 

5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan 

Keluarga Berencana Kota Batu. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki 

desa  meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, adat istiadat desa. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 

disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama 

lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah 

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 

oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
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13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 

disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 

selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 

adalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus. 

18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa 

atau sebutan nama lain yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang 

selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa 

yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang 

berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat 

Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator 

PPKD.  

22. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 

sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.  

23. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah 

perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 

teknis yang menjalankan tugas PPKD.  

24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat 

menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada 

Bank yang ditetapkan. 
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25. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari 

seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa 

melalui rekening kas desa. 

26. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari 

APBDesa melalui rekening kas Desa. 

27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 

pendapatan desa dengan belanja desa. 

28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara 

pedapatan desa dengan belanja Desa. 

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 

30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

31. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran ADD  

adalah suatu tata cara pembagian dan penetapan 

besaran ADD yang digunakan untuk acuan bagi desa 

dalam menggunakan Dana Desa. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1)  Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai 

program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

(2) Tujuan diberikannya ADD adalah: 

a. untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi 

kesenjangan; 

b. untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur 

perdesaan; 

c. untuk meningkatkan perencanaan dan 

penganggaran pembangunan di tingkat desa dan 

memberdayakan masyarakat; 

d. untuk meningkatkan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan 

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 

kewenangannya; 

e. untuk meningkatkan kemampuan lembaga 

kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengendalian pembangunan secara partisipatif 

sesuai dengan potensi desa; 

f. untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai 

keagamaan dan sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan sosial; 
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g. untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, 

kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat desa; dan 

h. untuk mendorong peningkatan swadaya                  

gotong-royong masyarakat. 

 

BAB III 

ASAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD 

 

Pasal 3 

 

(1) Dalam pengelolaan ADD Pemerintahan Desa harus 

menjunjung tinggi prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. 

(2) Pemerintah Desa berkewajiban merencanakan, 

menganggarkan, menatausahakan, serta  

mensosialisasikan penggunaan ADD. 

(3) Pemerintah Desa wajib mempertanggungjawabkan 

penggunaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB IV 

PERHITUNGAN BESARAN ADD 

 

Pasal 4 

 

(1) Perhitungan besaran  ADD berdasarkan ketentuan: 

a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata 

kepada seluruh desa; dan 

b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara 

proporsional dari desa masing-masing. 

(2) Perhitungan Besaran ADD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempertimbangkan: 

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis 

Desa. 

(3) Penetapan Besaran  ADD tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 

BAB V 

KEBIJAKAN ADD 

 

Pasal 5 

 

(1) Kegiatan yang dibiayai melalui ADD merupakan 

kegiatan untuk peningkatan sarana pelayanan 

masyarakat dan penguatan lembaga Desa. 

(2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus didukung dengan adanya perencanaan kegiatan. 



 

Halaman 9 dari 10 hlm… 
 

(3) ADD harus dicatat dalam APBDesa dan proses 

penganggarannya mengikuti mekanisme sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

PENYALURAN 

 

Pasal 6 

 

Alokasi Dana Desa disalurkan dalam 4 (empat) tahap 

sebagai berikut:    

a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); 

b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); 

c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); 

dan 

d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal                 

1 Januari 2020. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 
 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal   3  Januari 2020 
 

WALIKOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

DEWANTI RUMPOKO 

 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal   3  Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

 

ZADIM EFFISIENSI 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 1/A 
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